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PENGAMANAN DATA DAN MEDIA ELEKTRONIK  

SERTA DISIPLIN HAKIM DAN APARATUR 

PADA WILAYAH PENGADILAN TINGGI DENPASAR 

 

Pada era digital, keamanan data dan media elektronik menjadi semakin 

krusial mengingat semakin seringnya terjadi serangan oleh hacker yang 

menargetkan berbagai berbagai sistem dan perangkat digital, termasuk situs 

website pengadilan. Kejadian peretasan yang terus meningkat menunjukkan 

betapa rentannya data dan informasi yang tersimpan secara elektronik. 

Serangan siber yang terjadi tidak hanya mengancam keberlangsungan layanan 

sistem informasi, tetapi juga kepercayaan publik dan reputasi institusi 

pengadilan. Pengamanan data dan media elektronik menjadi prioritas, 

mengingat kejadian peretasan pusat data nasional dan fakta bahwa Pengadilan 

Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Singaraja sudah telah disusupi oleh 

akun judi online. 

 Langkah-langkah yang proaktif dan sistematis dalam meningkatkan 

keamanan data dan media elektronik termasuk website,  menjadi suatu 

keharusan untuk melindungi aset digital. Dalam rangka meningkatkan 

keamanan data dan media elektronik, maka kami telah merumuskan sejumlah 
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langkah strategis yang harus diikuti oleh seluruh Hakim dan Aparatur pada 

Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, yaitu: 

1. Pengamanan data dan media elektronik menjadi prioritas utama. 

Sistem perangkat lunak dan sistem informasi harus selalu diperbarui 

dengan keamanan terbaru untuk memastikan perlindungan optimal. 

Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin diperlukan untuk 

mengidentifikasi dan memperbaiki celah-celah yang memungkinkan 

memberikan peluang  terjadinya ancaman keamanan siber. Untuk 

memastikan data dan media elektronik tetap aman, backup berkala 

harus dilakukan dan disimpan di lokasi yang aman. Langkah ini 

penting untuk melindungi sistem dari serangan siber yang dapat 

mengganggu operasional dan mengancam layanan data dan informasi 

elektronik.  

 

2. Dalam hal tata kelola data dan media elektronik terkhusus website 

pengadilan, penugasan dan tanggung jawab harus ditetapkan dengan 

jelas. Prosedur pemeliharaan dan SOP harus dibuat dan diperbarui 

secara berkala. Penanggung jawab harus memastikan data website 

selalu diperbarui dan sesuai dengan standarisasi website pengadilan 

sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website 

di Lingkungan Peradilan Umum.  

 

3. Penyalahgunaan media elektronik untuk perbuatan kriminal dan tidak 

pantas juga harus dihindari. Terkait dengan maraknya platform judi 

online yang terus bermunculan, maka dengan ini Hakim dan Aparatur 

pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar dilarang keras untuk 

melakukan kegiatan judi konvensional, judi online, dan kegiatan 

sejenisnya.  

 

4. Seluruh Hakim dan Aparatur pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar 

harus menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan dan 

melaksanakan nilai-nilai serta kode etik yang berlaku. Atasan langsung 

juga harus selalu melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016. 

Kebijakan disiplin akan diterapkan dengan tegas bagi yang terbukti 

melanggar ketentuan tersebut. 
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Surat edaran ini wajib diikuti dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh 

Hakim dan Aparatur untuk memastikan keamanan data dan media elektronik 

serta menjaga disiplin, guna menjamin citra pengadilan di mata masyarakat.  

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Denpasar 
Pada 08 Juli 2024 

 

 

 

 
 

 
Tembusan: 
1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI; 

2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 

      Ditandatangani secara elektronik oleh: 

      Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 

 
      Mochamad Hatta 

      NIP. 195905111984031004 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.


		2024-07-11T08:28:22+0700
	Denpasar, Kota
	Ditandatangani Oleh  Mochamad Hatta S.H., M.H. menggunakan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI V2




